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PENETAPAN
Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik) dalam sidang
majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah
antara:

Mahdin Bin Ambo Tuo, NIK.7471060205610001, tempat/tanggal lahir di
Sambuli, 02 Mei 1961, umur 63 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan Nelayan,
tempat tinggal di Jalan Cut Nya Dien, RT.007/RW.002,
Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo, Kota Kendari,

Provinsi Sulawesi Tenggara, No Hp. 085341001628, Email :
isruljhy92@gmail.com selanjutnya disebut Pemohon 1.

Salbia Binti Abd.Majid.D, NIK.7471066404660002, tempat/tanggal lahir di
Sambuli, 24 April 1966, umur 58 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SD/sederajat, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Jalan Cut Nya Dien,
RT.007/RW.002, Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo,
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, No Hp.
085341001628 selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama terseburt;
Telah membaca dan mempelajari berkas tersebut
DUDUK PERKARANYA
Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan pengesahan

nikah di Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor 238/Pdt.P/2024,
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sebagaimana dalil=dalil pemohonan Pemohon | dan Pemohon Il sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami istri yang mana
Pemohon Il telah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah
dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

2. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il melangsungkan pernikahan
pada tanggal 27 Juli 2021 di kediaman Orang Tua Pemohon Il Kelurahan
Sambuli, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Pemohon Il yang
bernama Abd. Majid, sedangkan imam yang menikahkan Pemohon | dan
Pemohon Il yang bernama Mangki, sedangkan yang menjadi saksi nikah
bernama Dahlan (Kakak Kandung Pemohon 1) dan Talib (Paman
Pemohon Il) dengan mas kawin sebesar 15 Boka Muna dan seperangkat
alat shalat yang disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon | berstatus Jejaka dengan
usia 25 tahun dan Pemohon Il berstatus Perawan dengan usia 20 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon II
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki
Empat Orang Anak;

5. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak memilki hubungan
semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il tidak
mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak
terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abeli, Kota Kendari
Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar para
pemohon mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh
para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon

mendapatkan pengesahan pernikahan;
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9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | (Mahdin Bin Ambo
Tuo) dan Pemohon Il (Salbia Binti Abd. Majid D.) pada tanggal 27 Juli
1986 di kediaman Orang Tua Pemohon Il Kelurahan Sambuli, Kecamatan
Nambo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan
pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kendari mulai tanggal 13
November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara
ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang
mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kendari sehubungan dengan
permohonan ltshat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon | dan
Pemohon Il datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan
permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh
para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, para Pemohon telah

mengajukan bukti tertulis berupa:
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | (Mahdin)
Nomor 7471060205610001, tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari. Bukti
berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor
Pos,oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan nama Pemohon Il (Salbia binti
Abd. Majid D) Nomor 747106640466000, tanggal 18 Agustus 2022 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Kendari. Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-
nazegelen di Kantor Pos,oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi
tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan dua
orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah
sumpabh,yaitu:

1. Talib bin La Ane, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon | dan Pemohon Il sebagai ipar Pemohon Il.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon |l adalah suami istri,
Pemohon | bernama Mahdin bin Ambo sedang Pemohon Il bernama
Salbia binti Abd. Majid D.

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di rumah orang tua
Pemohon Il di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo, Kota Kendari
pada tanggal 27 Juli 1986;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon
Il bernama Abd. Majiid;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah Imam
kampung bernama Mangki;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama
Dahlan dan Talib;
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- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il adalah
berupa 15 Boka Muna dan seperangkat alat sholat tunai.

- Bahwa Pemohon | ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon |
berstatus jejaka, sedang Pemohon Il berstatus gadis.

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada halangan hukum untuk
melakukan pernikahan.

- bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon 1l mengajukan permohonan
pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum tetntang
perkawinannya sekaligus untuk mengurus akta kelahiran anak Para

Pemohon.

2. Dahlan bin Ambo Tuo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon | dan Pemohon Il sebagai ipar Pemohon Il.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon |l adalah suami istri,
Pemohon | bernama Mahdin bin Ambo sedang Pemohon Il bernama
Salbia binti Abd. Majid D.

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di rumah orang tua
Pemohon II di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo, Kota Kendari
pada tanggal 27 Juli 1986;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon
Il bernama Abd. Majiid;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah Imam
kampung bernama Mangki;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama
Dahlan dan Talib;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il adalah
berupa 15 Boka Muna dan seperangkat alat sholat tunai.

- Bahwa Pemohon | ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon |
berstatus jejaka, sedang Pemohon Il berstatus gadis.

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada halangan hukum untuk

melakukan pernikahan.
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- bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon 1l mengajukan permohonan
pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum tetntang
perkawinannya sekaligus untuk mengurus akta kelahiran anak Para

Pemohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon | dengan
Pemohon Il membenarkannya.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang

tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah
diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata
tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah
tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan
pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan
pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa
Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah pada 27 Juli
1986 di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, dengan wali
nikah adalah saudara kandung Pemohon Il Pemohon Il bernama Rustam bin
Temmu, yang dinikahkan oleh Imam, bernama Saparuddin, dengan
maskawin berupa 15 boka Muna dan seperangkat alat sholat tunai, dan
dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Talib bin La Ane dan
Dahlan bin Ambo Tuo;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai

telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
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Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para
Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, sedangkan
para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya
tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 juncto Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
juncto pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi hukum Islam, dapat
disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan
bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
tahun 2019, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a
Kompilasi hukum islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi
perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 1974 vyang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun
2019 dimungkinkan apabila dikumulasi dengan perkara perceraian

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena kenyataan
yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak
pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum Islam yang
disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau karena sebab lain, pernikahan mereka yang
dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak tercatat
pada register pada kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga
menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena
menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam bahwa
perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh
Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan

tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami
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osteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena
berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi hukum islam, perkawinan
pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai
kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti
telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan
kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami
isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang
pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang
dapat dimungkinkan untuk diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama
berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e
Kompilasi hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang
dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 1974
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan tidak
tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan
tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang
nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan itsbat
nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi
jelas dan pasti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimabangan-pertimbangan
sebagaimana terurai di atas, maka hakim berpendapat permohonan itsbat
nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka
wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian.
Menimbang, bahwa atas perintah majelis, para Pemohon mengajukan
alat bukti surat berupa bukti P1 dan bukti P2, sebagaimana tersebut di atas.
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan P.2 berupa kartu

identitas diri Pemohon | dan Pemohon Il yang telah bermeterai cukup dan
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cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan

mengenail identitas diri Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang, dalam bukti tersebut dimana para Pemohon | dan Pemohon Il

sebagai penduduk Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo, Kota Kendari

yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari sehingga

Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa dan

menetapkan perkara tersebut;

Menimbang bahwa selain bukti tersebut, para Pemohon mengajukan
dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Thahir bin Husain dan
Hading bin Lalla yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga
secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara
materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah
bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa
Pemohon | menikah dengan Pemohon Il pada 27 Januari 1986 di Kelurahan
Sambuli, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, ada wali nikah, ada dua orang
saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah, dinikahkan oleh Imam
bernama Mangki dan waktu menikah Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus gadis.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas maka telah terbukti
dalil para Pemohon sehingga majelis hakim telah menemukan fakta di
persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | menikah dengan Pemohon Il di Kelurahan Sambuli,
Kecamatan Nambo, Kota Kendari, pada tanggal 27 Januari 1986.

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah Ayah
kandung Pemohon Il bernama Abd. Majid D, yang dinikahkan oleh Imam
bernama Mangki (Imam kampung).

- Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il disaksikan oleh Talib
bin La Ane dan Dahlan bin Ambo Tuo dengan mahar berupa 15 boka
Muna dan seperangkat alat sholat tunai;

- Bahwa Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus gadis.
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- Bahwa Pemohon | saat menikah dengan Pemohon Il tidak ada halangan
untuk menikah baik halangan syara’ maupun halangan peraturan

perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim
telah memperoleh fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi
ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat
dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39
sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut
telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu
agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan,
keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ,oleh karena itu
Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon II
tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat ( 3 ) huruf ( e ) Kompilasi
hukum Islam;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II,

halaman 354 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim yaitu :

le o) pS>5 pSIIl lgoww s xsxall go OIS Ol

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil
permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka
hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan

menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in 1l : 1l 53
berbunyi:

alg ping aizuo,S 38 L lsle 7 s98allnig
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Artinya: Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus
menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon |
dan Pemohon Il tersebut patut dikabulkan;
Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan pasal 89 ayat ( I) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
kedua atasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang
ditimbulkan dibebankan kepada para Pemohon;
Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Mahdin bin Ambo Tua)
dengan Pemohon Il (Salbia binti Abd. Majid D) yang dilaksanakan pada
tanggal 27 Juli 1986 di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo, Kota
Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;

3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kendari pada hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs.
Muslim, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah
Sunusi, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan
disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Hj. Ramsupitri Mohamad,S.Ag.,M.H sebagai
Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para pemohon secara elektronik.
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Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sawalang,M.H. Drs. Muslim, M.H

Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H
Panitera Sidang,

Hj. Ramsupitri Mohamad,

S.Ag.,M.H,,
Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 145.000,00

(' seratus empat puluh lima ribu rupiah).
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